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Pemenuhan kebutuhan ASN menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai 
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, 
kolusi dan nepotisme sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan akan ASN yang diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur dan 
mekanisme pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 
bagaimanakah proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemenuhan 
kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK), dan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan 
kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 
research) atau sering juga disebut studi pustaka, adalah serangkaian kegiatan yang 
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat 
serta mengolah bahan penelitian. Sumber data yang digunakan dengan 
menggunakan data primer yaitu buku yang menjadi objek dalam penelitian ini dan 
data sekunder yaitu al-Qur‟an, hadis, Undang-Undang Dasar 1945 dan buku-buku 
yang terkait. 
Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 
prosedur dan mekanisme pemenuhan kebutuhan ASN menurut Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 sudah melalui tahapan 
yang baik untuk menghasilkan pegawai ASN yang baik dan berkualitas. Hanya 
saja masih belum memprioritaskan dan memberi kesempatan kepada tenaga 
honorer K2 yang belum diangkat sebagai PNS untuk diterima secara langsung 
menjadi tenaga PPPK, sehingga perlu langkah-langkah yang kongkrit dari 
pemerintah untuk berpihak kepada mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi 
kepada negara. Bahwa proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil 
Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2018 telah dilaksanakan secara transparan sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki oleh peserta. Hanya saja formasi yang dimunculkan oleh panitia belum 
mencakup semua jurusan perguruan tinggi para peserta, sehingga kedepannya 
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A. Penegasan Judul 
 
 
Sebelum menguraikan isi penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan 
menjelaskan judul yang tertera pada penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis 
Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”. Untuk memperoleh 
gambaran yang jelas dari judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu diuraikan, 
antara lain:  
1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan 




2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2
 
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
                                                 
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Pasal 1 ayat (1). 
2
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018, Lembaran Negara 









4. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah 
pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk 
menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 
politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
4
 
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 
pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai 
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, 
kolusi dan nepotisme sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan akan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 
 
                                                 
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 224, Pasal 1 ayat (4). 
4
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018, Lembaran Negara 





B. Latar Belakang Masalah 
  
Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang 
tujuan nasional bangsa Indonesia  yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan 
nasional tersebut di atas diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan 
mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  
Pegawai ASN memiliki tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan 
tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan 
memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tugas pemerintahan 
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang 
meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Tugas 
pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and 
political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic 
and social development) diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 






Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menjalankan tugas 
pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, harus 
memiliki profesi dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan 
pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 
yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang 
dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi 
pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata 
kelola pemerintahan yang baik. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri 
atas manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan manajemen Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang perlu diatur secara menyeluruh dengan 
menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun manajemen PNS meliputi 
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, 
pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian 
dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan 
jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, manajemen Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meliputi penetapan kebutuhan, 
pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, 
pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan 
perlindungan.  Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan 
Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak memperoleh 
gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko 
pekerjaannya. Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak memperoleh 





Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam 
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk dapat 
menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan 
tertentu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memiliki 
profesi dan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 
dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.  
Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2018 menyatakan bahwa PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui tahapan: (a) Perencanaan; (b) pengumuman lowongan; (c) 
pelamaran; (d) seleksi; (e) pengumuman hasil seleksi; (f) pengangkatan menjadi 
PPPK. 
Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2018 menyatakan bahwa pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh 
Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, 
kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan 





Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang 
sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan:      
(a) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun 
sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) tidak pernah dipidana dengan 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 
atau lebih; (c) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau 
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; (d) tidak menjadi 
anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; (e) memiliki 
kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; (f) memiliki kompetensi 
yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari 
lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; (g) sehat 
jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;                    
(h) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. 
Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
menyatakan bahwa: (1) PPPK diberikan gaji dan tunjangan; (2) Gaji dan 
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan 





Menurut Pasal 101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) bahwa peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah tentang 
manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus 
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan pemerintah diundangkan. 
Jika kita cermati, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 ini diundangkan 
pada tanggal 28 November 2018 berarti peraturan pelaksanaan yang mengatur 
tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini ditenggat pada 
akhir bulan November 2020. Regulasi yang mengatur tentang jenis jabatan yang 
dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah terbit 
yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat 
Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 
Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 menyatakan 
bahwa kriteria JF dan JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi 
oleh PPPK, yaitu : (a) jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di 
kalangan PNS; (b) jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan 
kapasitas organisasi; (c) jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian 
tujuan strategis nasional; (d) jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari 
organisasi profesi; (e) bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, 
keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan 
sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri;       
(f) bukan jabatan yang menurut ketentuan UndangUndang, Peraturan Pemerintah, 





Dengan demikian tidak semua jabatan dapat diisi oleh Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan tetapi terdapat ketentuan yang 
mengaturnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020. Berdasarkan latar 
belakang tersebut di atas, maka penulis ingin menelaah dan mengkaji tentang : 
“ANALISIS YURIDIS  PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL 
NEGARA (ASN) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI 
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)”. 
 
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian  
 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam 
penelitian ini yaitu : 
1. Pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
2. Perubahan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
3. Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
4. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka sub fokus penelitian dalam 
penelitian ini agar pembahasan kajian ini tidak meluas, dan lebih spesifik yaitu:  
1. Prosedur dan mekanisme pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 






2. Proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  
 
D. Rumusan Masalah 
 
Adapun rumusan masalah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah prosedur dan mekanisme pemenuhan kebutuhan Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) ? 
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil 
Negara (ASN) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemenuhan kebutuhan 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 






2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). 
 
F. Manfaat Penelitian 
 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah  
1. Kegunaan Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara 
khususnya tentang pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
2. Kegunaan Praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau 
sumbangan ilmu dan pikiran terkait pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  
 
 
Kajian pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa 
penelitian yang memiliki unsur yang berkaitan namun berbeda dari sisi ruang 





1. Jurnal yang berjudul “Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014”, ditulis oleh Dedy Suhendra
5
 pada tahun 2017 di Fakultas 
Hukum Universitas  Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Dalam skripsi ini 
penulis menjelaskan tentang pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan 
untuk memenuhi kebutuhan pada instansi tertentu yang dilakukan melalui 
tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, 
pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan mengikuti semua 
proses seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Perbedaan antara jurnal dengan pembahasan skripsi ini adalah 
pada jurnal ini dibahas mengenai rekrutmen dan pengangkatan Pegawai 
Pemerintah (PPPK) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara di mana di dalamnya membahas tentang 
Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jadi kajian jurnal 
ini membahas tentang rekrutmen dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang terdiri atas unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) walaupun tetap difokuskan 
pada pelaksanaan rekrutmen dan pengangkatan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan di dalam pembahasan skripsi 
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Kerja (PPPK) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, (Universitas Muhammadiyah 





ini berpijak pada pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Artinya hanya membahas tentang prosedur dan mekanisme serta 
pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 
unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saja. 
Sedangkan persamaan antara jurnal dengan pembahasan skripsi ini adalah 
sama-sama membahas tentang pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil 
Negara (ASN) dengan melakukan rekrutmen dan pengangkatan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui tahapan perencanaan, 
pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, 
dan pengangkatan menjadi PPPK. 
2. Jurnal yang berjudul “Diskresi dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai 
Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 
2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja”, 
ditulis oleh Henny Juliani
6
 pada tahun 2019 di Fakultas Hukum 
Universitas  Diponegoro. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang 
akibat hukum yang timbul dari diskresi Pejabat Pemerintahan dalam 
perekrutan pegawai tidak tetap/non-PNS (honorer/kontrak) setelah 
berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 
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2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
(PPPK). Terdapat ketentuan tentang larangan perekrutan Pegawai tidak 
tetap/non-PNS untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
instansi pemerintahan. Oleh karena itu diskresi tidak dapat lagi digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan pegawai, namun dapat dilakukan melalui usul 
formasi CPNS/PPPK. Pegawai tidak tetap/nonPNS tetap melaksanakan 
tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat menjadi Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apabila memenuhi 
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 49 Tahun 2018. Perbedaan antara kajian jurnal dengan 
pembahasan skripsi ini adalah kalau jurnal ini membahas tentang akibat 
hukum yang timbul dari diskresi Pejabat Pemerintahan dalam perekrutan 
pegawai tidak tetap/non-PNS (honorer/kontrak) setelah berlakunya 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen PPPK, sedangkan pembahasan skripsi ini mengkaji 
tentang pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 
melakukan rekrutmen dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) melalui tahapan perencanaan, pengumuman 
lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan 
pengangkatan menjadi PPPK. Persamaan jurnal dengan pembahasan 
skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang implementasi Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang 





3. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
di Instusi Perguruan Tinngi”, ditulis oleh Dwi Aryanti Ramadhani
7
 pada 
tahun 2020 di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 
Veteran Jakarta. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang  adanya 
pegawai pemerintahan lain selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apabila kita kaitkan 
dengan bentuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) adalah dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maka secara 
tersirat kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
adalah pegawai pemerintah yang memiliki kekuatan hukum pada 
perjanjian kerja. Perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pengikat hubungan hukum antara 
pegawai pemerintahan Non-PNS dengan instansi pemerintah yang 
mempekerjakannya. Perjanjian kerja tersebut berakibat hukum lahirnya 
hubungan hukum keperdataan. Mengikatnya hubungan hukum 
keperdataan ditunjukkan melalui kesepakatan kedua pihak untuk 
mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berimplikasi terhadap 
perlindungan hukum hak-hak pekerja. Perlindungan hukum sebagai suatu 
gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat 
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 
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kedamaian. Perbedaan antara jurnal dengan pembahasan skripsi ini adalah 
kalau jurnal ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mana diawali dengan 
adanya kontrak dalam bentuk perjanjian kerja, sehingga dengan adanya 
perjanjian kerja ini berimplikasi terhadap perlindungan hukum terhadap 
hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan 
dalam pembahasan skripsi ini mengkaji tentang prosedur dan mekanisme 
serta proses pelaksanaan pemenuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 
unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Persamaan 
jurnal dengan pembahasan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah bahwa jurnal di atas 
mengkaji tentang pelaksanaan penerimaan dan rekrutmen dan pengangkatan 
Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akibat hukum serta perlindungan 
hukum terhadap hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus menganalisis terhadap 
prosedur dan mekanisme serta pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil 
Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 





(PPPK). Sedangkan persamaannya adalah jurnal dan pembahasan skripsi ini 
adalah sama-sama mengkaji tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 
2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
 
H. Metode Penelitian  
 
 
a. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian  
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). 
Penelitian kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, adalah serangkaian 
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca 
dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
8
 Lebih lanjut Mestika Zed 
menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan 
dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk 
menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-
tempat lain.
9
 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan 
tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. 
Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul 
dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis 
menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa 
alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak selalu dapat 
diperoleh dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya dapat diperoleh dari 
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perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, 
buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai 
salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat 
dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala 
tersebut, sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi penulis dapat 
merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. 
Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan 
penelitinya.
 10
 Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah 
dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah 
ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti 
kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan 
untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.  
 
2. Sifat Penelitian 
 
 
Sifat penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian 
metode deskriptif analitis menurut Sugiono
11
 adalah suatu metode yang berfungsi 
untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 
melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan 
kata lain metode deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan 
sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama 
maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal. Metode 
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deskriptif analitis ini penulis gunakan untuk mengungkapkan pemenuhan 
kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Penerimaan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). 
 
3. Tahap-Tahap Penelitian Kepustakaan  
 
 
Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian 
kepustakaan adalah sebagai berikut:  
a) Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau 
data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan 
penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema 
penelitian ini.  
b) Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian 
bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca diminta untuk menyerap begitu 
saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan 
sebuah kegiatan “perburuan‟ yang menuntut keterlibatan pembaca secara 
aktif dan kritis agar dapat memperoleh hasil maksimal.
12
 Dalam membaca 
bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan 
yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan 
judul penelitian.  
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c) Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh 
dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan 
puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penlitian 
kepustakaan, karena pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus 
ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan.  
d) Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian 
diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun 
dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini tergolong dalam jenis 
penelitian pustaka (library research) karena dalam penelitian ini, peneliti 
menelaah tentang pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
 
4. Pendekatan Penelitian  
 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data 
maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (library research) berupa 
deskripsi kata-kata. Lexy J. Moleong mengungkapkan karakteristik penelitian 
kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan 
metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/grounded theory 
(menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif 
(data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih 
mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 





(desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil 
penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (hasil penelitian dirundingkan dan 
disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data).
 13
 
Dari kutipan ini dapat dipahami bahwa penulis menekankan akan pentingnya 
proses dalam penelitian dibandingkan hasilnya.  
 
b. Sumber Data  
 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library 
research karena sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai 
literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain 
sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini 
dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, dengan uraian sebagai 
berikut:  
1. Sumber Primer  
Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan 
peneliti dari objek penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini 
adalah buku yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni pemenuhan 
kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Penerimaan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
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2. Sumber Data Sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti 
menunjang data pokok.
 14 
 Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah 
al-Qur‟an, hadis, Undang-Undang Dasar 1945 dan buku-buku yang terkait 
dengan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui 
Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
 
c. Teknik Pengumpulan Data  
 
Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Teknik 
pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data data tertulis, maka 
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah 
berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 
seseorang.
 15 
Dengan kata lain, dokumen adalah tulisan, gambar atau karya-karya 
yang monumental yang berisi suatu ide tertentu. Secara sederhana adalah suatu 
pikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun 
dalam bentuk karya yang lain. Kemudian, teknik dokumentasi adalah suatu cara 
yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
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catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 
sebagainya.
 16
 Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan menuangkan suatu 
pemikiran, ide atau pun gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar 
maupun karya-karya yang lain. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data empirik 
yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, 
atau literatur-literatur yang lain.  
 
d. Teknik Analisis Data 
  
 
Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah :  
 
1. Analisis Konten  
 
 
Analisis konten (content analysis) atau kajian isi adalah metodologi 
penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan 
yang sahih dari sebuah buku atau dokumen.
17
  Sementara Harold D. Lasswell 
menyatakan bahwa analisis konten (content analysis) adalah penelitian yang 
bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 
dalam media massa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 
konten adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti 
dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), 202. 
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Penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis konten (content 
analysis) karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, di mana 
sumber datanya adalah berupa putusan, buku dan dokumen-dokumen maupun 
literatur dalam bentuk yang lain. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis 
konten ini untuk dapat memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). Setelah penulis memahami Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kemudian menarik sebuah 
kesimpulan terkait dengan putusan tersebut.  
 
2. Analisis Induktif 
 
Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat 
induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 
dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya 
dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga hipotesis diterima dan hipotesis 
tersebut berkembang menjadi teori.
 18
 Adapun analisis induktif disini dipakai 
setelah memahami pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui 
Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
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I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan yang ada di dalam penelitian ini terdapat lima 
bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sebelum memasuki bab pertama 
terlebih dahulu didahului dengan halaman sampul, halaman judul, abstrak, surat 
pernyataan persetujuan, pengesahan, moto, persembahan, riwayat hidup, kata 
pengantar, daftar isi. 
Pada bab pertama atau pendahuluan berisikan sub bab yang akan dibahas, 
yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 
metode penelitian, sistematika pembahasan. 
Pada bab dua atau landasan teori yang memuat uraian teori-teori yang 
relevan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Hal ini berkaitan dengan 
teori Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). 
Pada bab tiga atau deskripsi objek penelitian yang memuat tentang kondisi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, kebutuhan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) di Indonesia, penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), penerimaan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), formasi jabatan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Pada bab empat atau analisis penelitian, yaitu berisikan tentang analisis 
penelitian yang memuat tentang prosedur dan mekanisme pemenuhan kebutuhan 
Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 





Perjanjian Kerja (PPPK), proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur 
Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK). 
Pada bab lima atau penutup memuat tentang simpulan dan rekomendasi 
hasil penelitian. Kemudian pada bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-







A. Pengertian Hukum 
Hukum merupakan sistem yang dibuat untuk membatasi tingkah laku 
manusia agar dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan 
rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin 
adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan rangkaian 
peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk manusia dalam menjalani roda 
kehidupan agar sesuai dengan peraturan. Dengan adanya hukum, maka segala 
bentuk tindakan dan perbuatan manusia akan terlaksana dengan batasan atau 
ketentuan yang sudah ditetapkan, baik itu hukum agama maupun hukum negara.  
Hukum berasal dari bahasa arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Kata 
jamaknya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Hukum juga 
dinamakan recht yang berasal dari kata rechtum, di ambil dari bahasa Latin yang 
berarti pimpinan atau tuntunan atau pemerintahan. 
Di dalam ilmu ushul fiqih terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan 
hukum, yaitu hukum (انحكى), hakim (انحبكى), mahkum fihi (ٍّيحكوو ف), dan 
mahkum „alaih (ٍّيحكوو عه). Secara bahasa hukum (انحكى) berarti man‟u 
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Secara istilah, pengertian hukum menurut ulama‟ ushul yaitu 
2
: 
 انحكى ْو خطبة انشبرع انًتعهق ثبفعبل انًكهفٍٍ , طهجب او تخٍٍرا او وضعب
“hukum adalah khitab syari’ (Allah) yang berhubungan dengan perbuatan 




Hukum syara‟ menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah khithab 
Syari‟ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam 
bentuk tuntutan, pilihan, atau ketetapan.
 3
  
Hukum menurut bahasa, artinya : “menetapkan sesuatu atas sesuatu” ثجبت ا
 sedang menurut istilah, ialah : “khithab (titah) Allah, atau sabda شئ عهى شئ
Nabi Muhammad s.a.w. yang berhubungan dengan segala amal perbuatan 
mukallaf, baik titah itu mengandung tuntutan suruhan, larangan atau 
membolehkan sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebab, syarat atau 
memperbolehkan sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang 
(mâni‟) bagi sesuatu hukum “.
4
   
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa hukum bermakna sebagai sebuah ketentuan atau peraturan-
peraturan yang harus dilaksanakan dan bagi yang melanggarnya akan 
mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Di 
dalam Islam, hukum tentunya berasal dari Allah melalui Rasulullah dengan dua 
dasar sumber hukum umat Islam yaitu Al-Quran dan Hadis dengan tujuan untuk 
                                                 
2
 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, Dina Utama, Semarang, 1994. hlm.100. 
3
 Ibid., hlm 147. 
4





mengatur kehidupan manusia dan aktivitas manusia dengan melaksankan apa 
yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah swt.  
Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, 
kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. 
Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses 
pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, 
selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak 
dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. 
Pengertian hukum secara umum berasal dari bahasa Belanda disebut recht, 
sedangkan dalam bahasa Inggris disebut law. Menurut Soedjono Dirdjosisworo 
hukum adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak 
tertulis) yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh 
seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada 




Menurut Mochtar Kusumaatmadja seperti dikutip oleh Chaidir Ali, hukum 
dalam arti luas adalah tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi 
lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya 
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 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998. hlm.10. 
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Unsur hukum menurut C.S.T. Kansil seperti dikutip oleh Pipin Syarifin  : 
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; 
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 
3. Peraturan itu bersifat memaksa; dan 
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 7 
Unsur-unsur hukum menurut Chaidir Ali terdiri dari : 
a. Unsur riil, yaitu berkenaan dengan manusia, tradisi/kebudayaan dan alam; 
b. Unsur idiil, yaitu berkenaan dengan logika mengenai pengertian dan 
sistematika, etika dan estetika mengenai asas, nilai dan kaidah.
 8
 
Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum 
adalah peraturan-peraturan hukum mengenai tingkah laku manusia dalam 
pergaulan masyarakat yang diadakan oleh badan-badan resmi perundang-
undangan bersifat memaksa dan menimbulkan sanksi terhadap pelanggaran 
peraturan-peraturan tersebut 
 
B. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) 
 
Syari‟at Islam menganjurkan kepada kita untuk bekerja dan memberikan 
kebebasan kepada kita dalam memilih pekerjaan apa saja selagi pekerjaan tersebut 
halal. Demikian ditegaskan oleh Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan 
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
 9
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 Pipin Syarifin,  Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia,Bandung,  2000, hlm.14-15. 
 
8
 Ibid., Chaidir Ali, hlm. 2. 
  
9
 Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, 





ًَّ ُسئَِم   ٌَّ انَُّجِ ٍِ َرافٍِع أَ ٍْ ِرفَبَعةَ ْث َع ُجِم  :أَيُّ انَْكْسِت أَْطٍَُت؟ قَبَل  : ُم انرَّ ًَ َع
ٍٍْع َيْجُرْورٍ  ِِ َوُكمُّ ثَ  ثٍَِِذ
Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ bahwasanya Nabi pernah ditanya: pekerjaan apakah 
yang paling baik? Beliau menjawab: “pekerjaan seorang dengan tangannya 





ًِّ قَبَل  ٍِ انَُّجِ ْقَذاِو َع ًِ ٍِ اْن ِم ٌَِذِِ َيب أََكَم أََحٌذ طََعبًيب خَ  :َع ًَ ٍْ َع ٌْ ٌَأُْكَم ِي ٍْ أَ ًٍْرا ِي , 
ِم ٌَِذِِ  ًَ ٍْ َع ٌَ ٌَأُْكُم ِي ًَّ هللاِ َداُوَد َكب َجِ  ٌَّ  َوإِ
Dari Miqdam dari Nabi bahwa beliau bersabda: “tidaklah seorang 
memakan makanan yang lebih baik daripada makanan dari hasil tangannya 
sendiri, dan adalah Nabiyullah Dawud makan dari hasil pekerjaannya 
sendiri.” (HR. Bukhari 2076) 
 
Syaikh Masyhur bin Hasan menambahkan: “dan diantara pokok pekerjaan 
pada zaman kita sekarang selain tiga hal di atas adalah bekerja sebagai “pegawai” 
dengan aneka macamnya. Hanya saja terkadang sebagiannya bercampur dengan 
hal-hal yang haram atau makruh tergantung keadaan jenis pekerjaan itu sendiri. 
Para pekerjanya secara umum banyak mengeluh dari kurangnya barakah.
 11
  
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil 
Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil 
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 Shahih li Ghairihi. Riwayat Al-Bazzar sebagaimana dalam Kasyful Astar 2/83/1257. 
  
11
 Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al 
Albani, hlm. 193 – 206. 
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Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa  pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 13
 
Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa  pegawai ASN wajib:  
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
pemerintah yang sah; 
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;  
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 
berwenang;  
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 
kesadaran, dan tanggung jawab; 
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 
tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 




Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam 
alinea ke-4 pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, diperlukan Aparatur Sipil 
                                                 
13 Ibid., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (2). 





Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan 
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diserahi tugas untuk melaksanakan 
tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. 
Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, 
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN). Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka 
penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan 
kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka 
pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa 
(cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan 
sosial (economic and social development) yang diarahkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.  
Sebagai salah satu upaya untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, 
tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN) harus memiliki profesi dan manajemen Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 
penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan 





Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, 
dan prosedur. Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi penyusunan dan 
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, 
pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, 
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan 
perlindungan. Sedangkan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji 
dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, 
pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Untuk meningkatkan 
produktivitas dan menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap 
Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai 
dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, 
Aparatur sipil Negara (ASN) berhak memperoleh jaminan sosial.  
Aparatur sipil Negara (ASN) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus 
partai politik dalam upaya menjaga netralitas Aparatur sipil Negara (ASN)  dari 
pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan 
persatuan Aparatur sipil Negara (ASN), serta dapat memusatkan segala perhatian, 
pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. Pegawai Aparatur sipil Negara 
(ASN)  berhimpun dalam wadah korps profesi pegawai Aparatur sipil Negara 
(ASN)  Republik Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan 





profesi dan standar pelayanan profesi Aparatur sipil Negara (ASN)  serta 
mewujudkan jiwa korps Aparatur sipil Negara (ASN)  sebagai perekat dan 
pemersatu bangsa. Selain itu diperlukan sistem informasi Aparatur sipil Negara 
(ASN)  yang merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai 
Aparatur sipil Negara (ASN)  yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan 
terintegrasi dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan 
terintegrasi. 
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara menyatakan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk 
menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, 
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan 
manajemen ASN berdasarkan pada asas:  
a. kepastian hukum;  
b. profesionalitas;  
c. proporsionalitas; 
d. keterpaduan;  
e. delegasi;  
f. netralitas;  
g. akuntabilitas;  
h. efektif dan efisien; 
i. keterbukaan; 
j. nondiskriminatif; 
k. persatuan dan kesatuan; 
l. keadilan dan kesetaraan;  
m. kesejahteraan. 15 
                                                 





Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada 
prinsip sebagai berikut:  
a. nilai dasar;  
b. kode etik dan kode perilaku;  
c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; 
d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 
e. kualifikasi akademik; 
f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;  
n. profesionalitas jabatan. 16 
Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa nilai dasar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a meliputi:  
a. memegang teguh ideologi Pancasila; 
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; 
c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;  
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; 
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;  
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; 
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program 
pemerintah; 
j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, 
akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;  
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; 
l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;  
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;  
n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;  
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai 
perangkat sistem karier. 
17
 
Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa : 
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(1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.  
(2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
pengaturan perilaku agar pegawai ASN:  
a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan 
berintegritas tinggi; 
b.  melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;  
c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;  
d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  
e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat 
yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan etika pemerintahan;  
f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; 
g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung 
jawab, efektif, dan efisien; 
h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan 
tugasnya;  
i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada 
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;  
j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, 
kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan 
atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 
k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan 
integritas ASN;  
l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
disiplin pegawai ASN.  
(3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS berhak memperoleh:  
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 
b. cuti; 
c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;  
d. perlindungan;  
e. pengembangan kompetensi. 19 
 
                                                 
18 Ibid., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 5. 





Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa Aparatur Sipil Negara yang lebih sering disebut ASN adalah 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang selanjutnya disebut pegawai Aparatur sipil Negara (ASN)  adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
Pegawai Aparatur sipil Negara (ASN)  diserahi tugas untuk melaksanakan 
tugas pelayanan publik, yang dilakukan dengan memberikan pelayanan atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai Aparatur 
sipil Negara (ASN), tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam rangka 
penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan 
kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, serta tugas pembangunan 
tertentu yang dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political 
development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and 
social development) yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 













C. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
Pegawai Negeri Sipil merupakan ujung tombak jalannya pemerintahan. 
Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional 
sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri 
Sipil. Dalam kedudukannya sebagai unsur aparatur negara ini, Pegawai Negeri 
Sipil bertugas sebagai abdi masyarakat untuk memberikan pelayanan secara 
profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan dan pembangunan. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
pokok Kepegawaian). 
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil 
yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
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WJS Poerwadarminta menyatakan bahwa pegawai adalah orang yang 
bekerja pada pemerintah atau perusahaan dan sebagainya. Sedangkan 





                                                 
20 Ibid., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (3). 
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Pegawai Negeri Sipil mempunyai kedudukan yang sangat penting karena 
Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara, abdi negara dan abdi 
masyarakat yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dari 
rumusan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur yang harus 
dipenuhi agar seseorang dapat disebut pegawai negeri adalah : 
1) Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang; 
3) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri; 
4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
bekerja di sektor publik dengan syarat-syarat tertentu menurut ketentuan 
perundang-undangan, bertugas dalam jabatan negara dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil mempunyai 
kedudukan yang sangat penting karena Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur 
negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang melaksanakan tugas pemerintahan 
dan pembangunan. 
Pegawai Negeri Sipil harus bebas dari pengaruh partai politik maupun 
kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Hal ini dimaksudkan agar 
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat 
lebih mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi, 





paradigma dari penguasa  birokrat menjadi pelayan masyarakat (public server), 
yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik, memberi perhatian yang humanis 
terhadap client-nya, memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu serta dengan 
biaya murah, sehingga dengan demikian akan mendapatkan legitimasi dari 
masyarakat. 
Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang sangat strategis dalam 
mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan karena  Pegawai Negeri Sipil 
adalah unsur utama sumber daya aparatur negara. Dalam upaya  mendukung 
jalannya roda pemerintahan ini, Pegawai Negeri Sipil harus mampu 
mengimplementasikan kebijakan publik serta tugas-tugas pemerintahan dan 
pembangunan secara professional karena perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang begitu cepat di samping  semakin tingginya tingkat kesadaran 
publik, mengakibatkan meningkatnya kompleksitas dan kuantitas tuntutan 
kebutuhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.  
 
D. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
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Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 23
 
Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyatakan 
bahwa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) paling 
kurang memuat: (a) tugas; (b) target kinerja; (c) masa perjanjian kerja; (d) hak dan 
kewajiban; (e) larangan; (f) sanksi.
 24
 
Menurut peraturan perundang-undangan digambarkan dengan jelas bahwa 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pegawai 
pemerintah yang memakai perjanjian kerja. Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pegawai profesional dimana Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa dikategorikan sama dengan 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena proses pendaftarannya melalui 
pengusulan dan penetapan formasi resmi dengan kapabilitas dan kinerja yang 
terukur. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mendapatkan 
tunjangan sosial, remunerasi, kesejahteraan dan lain sebagainya yang sama 
dengan Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan 
                                                 
23 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 ayat 4. 
24 Ibid., Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 





bahwa sistem penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
sama dengan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hanya saja Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak memperoleh jaminan pensiun 
dan jaminan hari tua. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan bahwa PPPK berhak 
memperoleh: (a) gaji dan tunjangan; (b) cuti; (c) perlindungan; (d) pengembangan 
kompetensi. 
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
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Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 




                                                 
25 Ibid., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 4. 
26 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 





Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyatakan 
bahwa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) paling 
kurang memuat: (a) tugas; (b) target kinerja; (c) masa perjanjian kerja; (d) hak dan 
kewajiban; (e) larangan; (f) sanksi.
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan 
pegawai profesional dimana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
bisa dikategorikan sama dengan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena 
proses pendaftarannya melalui pengusulan dan penetapan formasi resmi dengan 
kapabilitas dan kinerja yang terukur.  
 
E. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam 
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk dapat 
menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan 
                                                 
27 Ibid., Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 





tertentu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memiliki 
profesi dan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 
dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.  
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meliputi 
penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan 
tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, 
pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Di dalam manajemen 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur mengenai kriteria dan 
jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penetapan 
kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, 
pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, hak dan kewajiban, 
pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
menyatakan bahwa manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk 





memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari 
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
 28
 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyatakan 
bahwa manajemen PPPK meliputi: 
a. penetapan kebutuhan; 
b. pengadaan; 
c. penilaian kinerja;  
d. penggajian dan tunjangan; 
e. pengembangan kompetensi; 
f. pemberian penghargaan; 
g. disiplin; 
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; 
i. perlindungan. 29 
Pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif 
berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan 
persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Perencanaan dilakukan dengan 
menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam melaksanakan tugas pelayanan 
publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan 
publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). 
                                                 
28 Ibid., Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 
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